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ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus sengketa tata usaha negara yang diajukan kepadanya. Salah satu sengketa
tata usaha negara yang menjadi wewenang PTUN adalah sengketa pertanahan
dalam hal administrasi. Apabila dalam amar putusannya majelis hakim
memerintahkan suatu kewajiban kepada kepala kantor pertanahan sebagai tergugat
maka kepala kantor pertanahan harus melaksanakan kewajiban dalam amar putusan
tersebut sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan bahwa tergugat
yang tidak bersedia melaksanakan putrusan melewati waktu 90 hari, maka dapat
dikenakan upaya paksa berupa uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi
administratif. Namun, pada implementasinya masih banyak putusan PTUN tidak
dilaksanakan dan pada saat penelitian ini dilakukan belum dilakukukan eksekusi
oleh tergugat. Sehingga dalam hal ini dibentuklah dua rumusan masalah, yaitu 1.
Bagaimana problematika pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan
melalui upaya paksa pada PTUN. 2. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan
eksekusi putusan pertanahan melalui upaya paksa pada PTUN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam hal
ini yaitu mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti peraturan
perundang-undangan dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan topik
penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya
paksa pada peradilan TUN digunakan untuk menganalisis problematika eksekusi
putusan sengketa pertanahan melalui upaya paksa pada peradilan TUN.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa
permasalahan yang melatarbelakangi banyaknya putusan PTUN berkekuatan
hukum tetap yang;tidak dilaksanakan oleh tergugat. Permasalahan tersebut antara
lain belum ada aturan pelaksana mengenai‘upaya paksa, belum ada badan/lembaga
pelaksana upaya paksa pada PTUN, dan rendahnya kepatuhan tergugat dalam
melaksanakan putusan PTUN. Berdasarkan' problematika tersebut dapat diatasi
dengan dibentuknya aturan pelaksana mengenai upaya paksa pada PTUN dengan
jenis Peraturan Pemerintah, dibentuknya lembaga pelaksana upaya pada PTUN
yang dilakukan oleh juru sita serta mengatur mekanisme upaya paksa agar dapat
dilaksanakan sehingga memberikan tekanan kepada tergugat untuk segera
melaksanakan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dengan ini memberikan saran kepada
pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana tentang upaya paksa pada
Peradilan Tata Usaha Negara agar upaya paksa dapat diterapkan dengan jelas dan
tegas. Serta kepada pejabat TUN sebagai tergugat yang dibebani kewajiban dalam
putusan PTUN untuk segera melakukan eksekusi secara sukarela.

Vi
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